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TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN 
SURAT 
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG 
PRIBADI  






Informing Letter (SPT) is a letter which is used by tax obligator for reporting 
calculation and tax payment that are in debt according to the regulation which is 
in force.  
The technique of Data collecting which used by author is using observation, 
questioner and document methods. 
The goal of the research is to measure obedience level of the tax obligator 
regarding with Inform letter delivering. 
The result of the research is Account Representative which has important role 
in increasing obedience level of tax obligator in delivering inform letter. It is 
because of AR as connector between Tax obligator with the office of tax serving 
Pratama Karanganyar, which also get responsibility to deliver tax information 
effectively and professionally. Account Representative also has role as a watcher 
against delivering inform letter with issuing reprimand letter. 
The occlusion of this research is that the issuing of reprimand letter is an effort 
to increase obedience to report inform letter (SPT). The higher amount of the 
reprimand letter, the lower is the inform letter delivering level. 
From the result which has been gained, the researcher gives any suggestion 
that counseling action needs to be increased intensively and exactly to the target. 
Counseling can be done directly or with media. Controlling function needs to be 





  ABSTRACT 
 
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN 
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN 
ORANG PRIBADI  DI KPP PRATAMA KARANGANYAR 
Ubaidah 
F3406114 
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan documenter 
Tujuan penelitian untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak sehubungan 
dalam penyampaian SPT. 
Hasil dari penelitian ini adalah Account Representative (AR) berperan penting 
dalam peningkatan tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT. Hal ini 
karena AR sebagai penghubung antara WP dengan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi 
perpajakan secara efektif dan professional. AR juga berperan sebagai pengawas 
terhadap penyampaian SPT dengan menerbitkan Surat Teguran. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerbitan surat teguran merupakan 
salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT. Semakin tinggi 
penerbitan surat teguran menunjukkan semakin rendahnya tingkat penyampaian 
SPT. 
Dari hasil yang telah didapat, peneliti memberikan sedikit saran yaitu tindakan 
penyuluhan perlu ditinggkatkan secara lebih insentif dan tepat sasaran. 
Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung maupun media. Fungsi pengawasan 
WP perlu lebih ditinggkatkan agar kesadaran WP terhadap kewajiban 















A. Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar 
KPP Patama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 55/PMK.01/2007 
tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Ertikal Direktorat Jendral Pajak, diberitahukan bahwa kode 
wilayah KPP Pratama Karanganyar yang sebelumnya 526 (KPP 
Surakarta) menjadi 528, misalnya NPWP nomor: 01.000.000.0-526.000 
yang semula kode wilayah KPP Surakarta berhubung berada di wilayah 
KPP Pratama Karanganyar maka otomatis NPWP berubah menjadi 
nomor: 01.000.000.0-528.000. 
Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan 
nama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. 
Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai kantor wilayah DJP 
Jawa Tengah II pada bulan Januari 2007 maka untuk sementara waktu 
kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex 
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada 
akhir bulan desember 2007 KPP Pratama Karanganyar pindah dari ex 
Karikpa Surakarta ke Gedung Megaria Jalan Raya Palur karena banjir 
bandang Sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar 
dokumen hanyut terbawa air banjir. 
 xvi 
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Karanganyar 
meliputi Kabupaten Karanganyar dengan luas wilayah 77.370ha, yang 
sudah dikenakan PBB adalah 58.280ha atau sekitar 75,33% dari seluruh 
total wilayah di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen dengan 
luas wilayah 94.155ha, yang sudah dikenakan PBB adalah 77.424ha atau 
sekitar 82,23% dari seluruh total wilayah Kabupaten Sragen. 
Tabel 1.1 










1 Karanganyar 77.370 58.280 75,33 
2 Sragen 94.155 77.424 82,23 
 Jumlah 171.525 135.704 78,78 
 
B. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari Kepala 
Kantor, Bendaharawan, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, Seksi 
Pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah Sragen, 
dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. 
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Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat di 
KPP Pratama Karanganyar sebagaimana yang terdapat pada KPP 




Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
 xix 
C. Tugas Seksi-Seksi di KPP Pratama Karanganyar 
1. Sub Bagian Umum 
a. Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan dokumen masuk KPP. 
b. Penyampaian dokumen di KPP. 
c. Penyusunan RKAKL, laporan berkala KPP, laporan tahunan, 
laporan/ daftar realisasi anggaran belanja. 
d. Penerimaan inventaris dari rekanan/ pihak lain. 
e. Penutupan buku kas umum, dan lain-lain. 
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. 
b. Penatausahaan alat keterangan. 
c. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak, perkembangan ekonomi, dan keuangan. 
d. Pembentukan dan pemanfaatan bank data. 
e. Pembuatan dan peyampaian SPh Kirim. 
f. Penatausahaan penerimaan PBB Non-Elektronik. 
g. Pembuatan laporan penerimaan PBB/ BPHTB. 
h. Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
3. Seksi Pelayanan 
a. Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan WP pada TPT. 
b. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP. 
c. Perubahan identitas WP. 
 xx 
d. Pemindahan WP dan PKP di KPP lama dan KPP baru. 
e. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa. 
f. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 
Tahunan PPh. 
g. Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN. 
h. Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Tahunan PPh. 
i. Penelitian hasil keluaran SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR. 
j. Permohonan pencetakan salinan SPPT/ SKP/ STP. 
k. Permohonan pembetulan SPPT/ SKP/ STP. 
l. Peminjaman atau pengiriman berkas. 
m. Permohonan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang 
US Dollar. 
n. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan. 
o. Penerbitan SKP. 
p. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 
q. Penyisihan anak berkas WP yang masa/ tahun pajaknya lebih dari 
10 tahun (daluwarsa). 
4. Seksi Pemeriksaan 
a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pemeriksaan. 
b. Penyelesaian SPT Tahunan PPh lebih bayar. 
c. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (PPn BM) 
 xxi 
d. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk selain WP patuh. 
e. Penyelesaian usulan pemeriksaan. 
f. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. 
g. Pengamatan oleh KPP. 
h. Pemeriksaan kantor dan lapangan. 
i. Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
5. Seksi Ekstensifikasi 
a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
ekstensifikasi. 
b. Pendaftaran Objek Pajak baru dengan penelitian kantor dan 
lapangan. 
c. Penerbitan himbauan ber-NPWP. 
d. Pencarian data potensi perpajakan. 
e. Pelaksanaan penilaian individual objek PBB. 
f. Pembuatan DBKB. 
g. Pembentukan/ penyempurnaan ZNT/ NIR. 
h. Pemeliharaan data Objek dan Subjek PBB. 
i. Penyelesaian mutasi sebagian dan atau seluruhnya objek dan 
subjek PBB. 
j. Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP. 
k. Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
l. Penerbitan daftar nominatif usulan SP3 PSL ekstensifikasi. 
 xxii 
 
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pengawasan dan konsultasi. 
b. Penerbitan SPMKP, SPMIB, STP, SKBKBN/ SKBKBT/ STB, 
SKP PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan 
pembetulan SPT. 
c. Penerbitan SPMKP/ SPMIB pengganti karena daluwarsa. 
d. Penerbitan SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang sudah atau 
belum diterbitkan). 
e. Penyelesaian permohonan WP. 
f. Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang. 
g. Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP 
lain. 
h. Penyelesaian pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT secara jabatan. 
i. Pelaksanaan putusan gugatan/ banding. 
j. Penyelesaian penghitungan lebih bayar. 
k. Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. 
l. Pemberian bimbingan kepada WP. 
m. Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis 
perpajakan bagi WP. 
n. Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan. 
o. Penetapan WP patuh. 
 xxiii 
p. Pemutakhiran profil WP. 
q. Pelaksanaan ekualisasi. 
r. Pengusulan PKP Fiktif. 
s. Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawasan dan 
konsultasi. 
t. Penatausahaan SKK/ PB/ pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi. 
u. Penyusunan estimasi penerimaan pajak per-NPWP. 
v. Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP. 
7. Seksi Penagihan 
a. Membuat surat teguran dan surat paksa. 
b. Menerbitkan surat sita. 
c. Membuat laporan pelaksanaan surat paksa. 
d. Membuat berita acara pelaksanaan sita. 
e. Melaksanakan lelang. 
f. Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar STP/ SKP/ PBK dari 
Seksi Pelayanan dan kemudian merekamnya. 
g. Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar SSP lembar 3 (tiga) 
dari Seksi Pelayanan kemudian merekamnya. 
h. Mentatausahakan surat masuk dan surat keluar. 
i. Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak. 
j. Mencetak surat teguran. 
 xxiv 
k. Melakukan validasi tunggakan awal Wajib Pajak. 
l. Mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP 
ketetapan wajib pajak.  
m. Pengarsipan berkas tunggakan Wajib Pajak. 
n. Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan dan 
laporan perkembangan tunggakan pajak. 
 
D. Tujuan Didirikannya KPP Pratama Karanganyar 
1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib 
pajak. 
2. Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak. 
3. Untuk memberi kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak 
dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 
4. Untuk memberikan penilaian pembinaan wajib pajak yang dapat 
dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan 
penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan, baik melalui media 
masa maupun penerangan langsung. 
5. Untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya 
pendapatan wajib pajak, khususnya di wilayah atau daerah 
wewenang KPP Pratama Karanganyar. 
 
E. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi KPP Pratama Karanganyar 
1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
 xxv 
Sebagai instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor 
wilayah. 
2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan 
pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPn BM), dan pajak tidak langsung lainnya, 
dalam wilayah wewenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. 
3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi 
wajib pajak. 
b) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, 
Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas wajib pajak. 
c) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 
Pajak Tidak Langsung lainnya. 
d) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, 
penyelesaian keberatan, penatausahaan, banding, dan 
penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
 xxvi 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 
Pajak tidak langsung lainnya. 
e) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
f) Penerbitan surat ketetapan pajak. 
g) Pembetulan surat ketetapan pajak. 
h) Pengurangan sanksi pajak. 
i) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak. 
j) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak. 
F. Latar Belakang Masalah 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal secara 
langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
(Mardiasmo, 2003). Pancasila dan UUD 1945 menyebutkan bahwa 
kewajiban negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan 
hal tersebut dan meningkatkan pendapatan negara guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur maka  
pemerintah melakukan berbagai usaha baik melalui sektor perdagangan, 
sektor pariwisata, pajak, dan usaha lainnya. 
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara selain 
dari penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan negara dari Hibah. 
Dalam RAPBN tahun 2009 negara mentargetkan penerimaan dari Pajak 
sebesar Rp726,3 triliun. Pemerintah berani menaikkan target 
 xxvii 
penerimaan negara dari pajak karena pada kenyataannya pada tahun 
2007 dan tahun 2008 penerimaan pajak lebih besar dari yang telah 
direncanakan. Ini membuktikan bahwa dengan adanya Modernisasi 
dalam Perpajakan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara 
Indonesia. 
Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar  guna 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan membangun fasilitas-
fasilitas umum demi kemakmuran rakyat. Dalam usaha meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan 
berbagai macam kebijakan. Usaha yang dilakukan oleh Direktorat 
Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan 
jalan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan dari modernisasi 
adalah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan 
Good Governance sehingga wajib pajak yang dilayani akan memperoleh 
pelayanan yang terbaik dari Direktorat Jenderal Pajak. 
Sistem perpajakan Indonesia menganut asas self assessment system, 
sistem ini dianut sejak terjadi reformasi perpajakan (tax reform) pada 
tahun 1983. sejak reformasi tersebut Indonesia mulai menganut asas self 
assessment system dalam hal pemungutan pajak sebagai pengganti dari 
sistem official assessment. Pada dasarnya maksud dari self assessment, 
Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPT Tahunan maupun SPT Masa, 
maksudnya adalah Wajib Pajak  diberikan kepercayaan oleh Pemerintah 
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan 
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sendiri pajak-pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban 
perpajakannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebagai bentuk 
kewajiban tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilan yang diterimanya.  
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengisian SPT 
harus benar, jelas dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya dan 
harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 
25 ayat (2) yaitu batas waktu  untuk menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 
bulan setelah akhir tahun pajak. 
Surat Pemberitahuan Tahunan berfungsi untuk mengawasi 
penerimaan pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka 
dibutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam 
pelaksanaannya, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama 
Karanganyar masih senantiasa dijumpai berbagai permasalahan.  
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menuangkan 
masalah tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul “TINGKAT 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT 
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG 
PRIBADI  DI KPP PRATAMA KARANGANYAR”. 
 
G. Perumusan Masalah 
Penulis ingin merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut: 
1. Berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 
menyampaikan SPT Tahunannya di KPP Pratama Karanganyar? 
2. Apa saja hambatan dan upaya yang terjadi sehubungan dengan 
penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi di 
KPP Pratama Karanganyar? 
H. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Pajak 
penghasilan dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi dalam pelaksanaan kewajiban 
perpajakannya. 
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang terjadi sehubungan 
dengan ketaatan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak 




1. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Surat 
Pemberitahuan Tahunan, serta tingkat efektivitas penyampaiannya. 
2. Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan masukan, pertimbangan, ataupun sebagai bahan 
pengetahuan bagi pihak-pihak pemerintah daerah kabupaten 
karangayar khususnya yang berkaitan 
3. Bagi Pihak lain 
Penulis berharap karya ini bisa bermanfaat sebagai sumber 





ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
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(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2003). 
Munurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan diubah 
kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 kemudian 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 angka 1. 
Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 
yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, jika 
ada pelanggaran atas aturan perpajakan akan diberikan sanksi, dalam 
pembayaran pajak tidak ada imbalan secara langsung, dan digunakan 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
 
2. Pengertian Pajak Penghasilan 
Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, 
yang dimaksud penghasilan yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk 
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menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
bentuk apapun”. 
3. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
a. Subjek Pajak Dalam Negeri 
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan atau orang 
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi 
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 
bertempat tinggal di Indonesia. 
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada 
saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk 
bertempat tiggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia 
atau meninggalkan Indonesia. 
b. Subjek Pajak Luar Negeri 
1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melaui bentuk usaha 
tetap di Indonesia. 
2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dapat 
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menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia bukan dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia. 
Kewajiban pajak sujektif orang pribadi luar negeri dimulai saat orang 
pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan 
berakhir pada saat tidak lagi memperoleh penghasilan tersebut. 
Orang-orang yang dikecualikan sebagai subjek PPh Orang Pribadi: 
1) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukannya 
bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 
bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 
memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut 
serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
2) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang dietapkan 
oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia 
dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan 
lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Contohnya, 
UNICEF, UNESCO, dan organisasi internasional lain yang tercantum 
dalam KMK No. 574/KMK.04/2000 Jo. KMK No. 230/KMK.03/2003 
Jo. KMK No. 243/KMK.03/2003 
4. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal 
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dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 
dengan nama dan bentuk apapun, temasuk: 
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang; 
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 
c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyerahan modal; 
2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 
atau anggota; 
3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 
4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau 
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 
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ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
pengasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya; 
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi; 
h. royalti; 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. premi asuransi; 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
5. Ketentuan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
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Wajib Pajak diharuskan melaksanakan kewajiban perpajakannya 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 
(pasal 2 (1) & (2) UU KUP). 
b. Mengambil Surat Pemberitahuan sendiri ke KPP atau tempat lain yang 
telah ditentukan oleh DJP (pasal 3 (2) UU KUP). 
c. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta 
menandatanganinya dan melaporkan SPT (pasal 3 (1) UU KUP). 
d. Membayar pajak yang terhutang yang telah dihitung sendiri tanpa 
menunggu adanya SKP atau STP (pasal 12 (1) UU KUP). 
e. Menyelenggarakan pembukuan, kecuali Wajib Pajak yang dibebaskan 
dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib 
menyelenggarakan pencatatan (pasal 28 (1) UU KUP). 
f. Menyimpan dokumen sebagai dasar penghitungan pajak selama 10 
tahun (pasal 28 (11) UU KUP). 
g. Memperlihatkan pembukuan dan memberikan keterangan apabila 
dilakukan pemerikasaan (pasal 29 (3) UU KUP). 
 
6. Jenis-Jenis SPT Pajak Penghasilan 
Pengertian SPT menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 
diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan 
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Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ pembayaran pajak, objek 
pajak, dan/ bukan objek pajak, dan/ harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
Surat Pemberitahuan ini terdiri dari : 
a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak atau 
suatu saat. 
b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau 
bagian tahun pajak. 
Jenis-jenis SPT Tahunan Pajak Penghasilan : 
a. 1771 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan. 
b. 1771$ : SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan 
yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 
bahasa Inggris dan mata uang dolar amerika serikat. 
c. 1770 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
d. 1770S : SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi Karyawan/ Pensiunan yang tidak melakukan usaha atau 
pekerjaan bebas. 
e. 1770SS : SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan 
penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 48 juta (dan tidak 
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memiliki penghasilan lain selain dari bunga bank dan atau bunga 
koperasi) 
7.  Sanksi Perpajakan atas Surat Pemberitahuan Tahunan 
a. Denda Administrasi 
Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT 
Tahunan tepat waktu, maka akan dikenakan denda administrasi 
sebesar Rp 100.000,- 
b. Denda Bunga 
Dikenakan kepada WajibPajak yang melakukan pembetulan SPT 
Tahunan yang mengakibatkan bertambahnya utang pajak, atas 
kemauan sendiri sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. 
Besarnya sanksi bunga adalah 2% per bulan, maksimum 24 bulan 
(48%). 
c. Denda Kenaikan 
Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan dan telah mendapat surat teguran, maka 
Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa kenaikan pajak sebesar 50% dari 
pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar. 
d. Sanksi Pidana 
1) Kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi 
isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melapirkan ketangan yang tidak 
benar yang dapat merugikan negara, maka akan diancam pidana 
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kurungan selama-lamanya satu tahun dan/ setinggi-tingginya 2X 
jumlah pajak terutang. 
2) Tidak disampaikan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau 
disampaikan tetapi isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melampirkan 
keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan negara, maka 
akan diancam pidana kurungan selama-lamanya enam tahun dan/ 
denda setinggi-tingginya 4X jumlah pajak terutang. 
Dikecualikan dari sanksi administrasi : 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia. 
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas. 
c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus WNA yang tidak tinggal 
lagi di Indonesia. 
 
B. Analisis dan Pembahasan 
Dalam rangka mengamankan penerimaan Negara perlu dilakukan berbagai 
upaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan 
kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak orang pribadi atas kewajibannya 
dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Salah satu kewajiban 
menjadi Wajib Pajak adalah mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap, yaitu 
memuat seluruh unsur yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan baik 
yang berkaitan dengan objek pajak dan bukan objek pajak, benar dalam 
perhitungannya dan penerapan ketentuan perpajakannya serta benar dalam 
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penulisannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan jelas yaitu melaporkan 
sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan, serta menandatanganinya dan melaporkan surat pemberitahuan ke 
kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain 
yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. 
Melaporkan surat pemberitahuan ke kantor Direktorat Jendral Pajak dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, hal ini bertujuan agar dapat memudahkan Wajib 
Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan, serta dalam 
rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu melalui : 
1. Disampaikan langsung ke Wajib Pajak melalui TPT 
2. Disampaikan langsung oleh pegawai KPP/KP4 (Account Representative 
atau pelaksana) 
3. Disampaikan melalui kurir khusus 
4. Disampaikan melalui pengiriman jasa pos 
5. Disampaikan Wajib Pajak oleh Tim Khusus melalui kerjasama dengan 
pemerintah daerah 
6. Cara lain yang dianggap efektif 
Surat pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan  melalui media internet (e-
filling). Cara ini terbilang masih baru karena berlaku mulai tahun 2009 ini. Wajib 
Pajak yang ingin menggunakan e-filling harus mengajukan permohonan e-FIN. 
Persyaratan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan formulir yang 
disediakan pada lampiran peraturan Dirjend Pajak Nomor kep-05/PJ/2005 dan 
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dilampiri fotokopi kartu NPWP atau SKT serta melampirkan surat pengukuhan 
PKP jika PKP. E-FIN adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak 
atas pengajuan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik oleh 
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Setelah mendapatkan e-FIN Wajib Pajak harus 
mendaftarkan disalah satu peruasahaan penyedia jasa (ASP) yang ditunjuk oleh 
Direktur Jendral Pajak.  
Keunggulan e-filling atas penyampaian SPT secara manual diakui karena 
menghemat waktu, tenaga, biaya, dan kenyamanan kerja. Mengingat semakin 
banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar maka penyampaian SPT secara 
manual dinilai tidak mungkin lagi ditangani oleh pihak otoritas pajak mengingat 
besarnya bobot penyimpanan dokumen, kesulitan pencarian dan penelitian. Untuk 
mengoptimalkan e-filling maka KPP Pratama Karanganyar berupaya 
mengenalkan e-filling sejak dini kepada Wajib Pajak. E-filling dinilai dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena dengan 
e-filling Wajib Pajak tidak lagi terhambat oleh jarak antara KPP Pratama 
Karanganyar dengan rumah atau tempat kerja Wajib Pajak. E-filling dapat 
disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selama 24 jam. 
Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan 
PPh, dalam formulir SPT 1770 atau dapat juga pada 1770S atau 1770SS beserta 
lampirannya, atas pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu 
tahun pajak atau bagian tahun pajak, untuk melaporkan tentang objek pajak dan 
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bukan objek pajak. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi harus 
disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.  
Tabel 2.1 
Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak efektif, Wajib Pajak non efektif 
tahun 2004 s/d 2008 
 
Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 
perpajakannya berupa kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau SPT 
Tahunan sebagaimana mestinya. 
Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau 
SPT Tahunan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral 
Pajak Nomor SE-09/PJ.8/1988 tanggal 2 Oktober 1988 Wajib Pajak non efektif 
adalah : 
1. Wajib Pajak yang berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak memasukkan 
SPT PPh. 





2004 16.463 15.271 1.192 92,7% 
2005 18.454 17.236 1.218 93,3% 
2006 20.712 19.469 1.243 93,9% 
2007 29.764 29.454 310 98,9% 
2008 30.815 30.517 298 99,0% 
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2. Wajib Pajak yang sudah meninggal dunia/ bubar, tetapi belum ada surat 
keterangan resminya. 
3. Wajib Pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan 
pencariannya oleh dinas luar. 
4. Wajib Pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha. 
Dari uraian tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 
SPT TAHUNAN SPT MASA KETERANGAN 
ADA ADA WP EFEKTIF 
ADA TIDAK ADA WP EFEKTIF 
TIDAK ADA ADA WP EFEKTIF 
TIDAK ADA TIDAK ADA WP NON EFEKTIF* 
*) tidak memasukkan SPT berturut-turut selama 2 (dua) tahun dan setelah 
dilakukan pemeriksaan. 
Dari tabel 2.1 dapat kita lihat bahwa presentase Wajib Pajak Badan, Orang 
Pribadi, dan Pemungut yang efektif pada tahun 2004 sebesar 92,7%, tahun 2005 
sebesar 93,3% meningkat 0,6%, tahun 2006 sebesar 93,9% meningkat 0,6%, 
tahun 2007 sebesar 98,9% meningkat 5%, dan tahun 2008 sebesar 99,0% 
meningkat 0,1%, peningkatan tahun 2007 cukup besar dikarenakan mulai pada 
bulan November 2007 KPP Pratama Karanganyar mulai beroperasi karena KPP 
Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta sehingga lebih 
dapat memaksimalkan peningkatan jumlah Wajib Pajak efektif. Jumlah Wajib 
Pajak yang terdaftar semakin bertambah dari tahun ke tahun dan presentase Wajib 
Pajak efektif juga semakin meningkat. 
Tabel 2.2 
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Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak  Orang Pribadi, dan Wajib Pajak 










2004 16.463 13.235 12.924 97,7% 
2005 18.454 14.844 14.531 97,9% 
2006 20.712 15.969 15.655 98,0% 
2007 29.764 24.569 24.254 98,7% 
2008 36.352 30.815 30.517 99,0% 
 
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar cukup besar, 
rata-rata dari tahun 2004 sampai 2008 sebesar 81% dari total Wajib Pajak yang 
terdaftar. 
Untuk mengolah data dan mencari Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif dengan 
cara Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dikurangi dengan Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang memiliki status: 
1. Delete (DE) status DE yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki 
arti bahwa NPWP sudah dihapus sehingga segala kewajiban 
perpajakannya sudah gugur. 
2. Pindah Lama (PL) status PL artinya Wajib Pajak sudah pindah pada KPP 
lain maka kewajibannya juga berpindah ke KPP baru. 
3. Non Efektif (NE) status NE diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak di 
ketahui keberadaannya. 
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Dari tabel 2.2 dapat kita lihat bahwa tidak semua Wajib Pajak orang 
Pribadi yang terdaftar merupakan Wajib Pajak efektif dan mempunyai 
kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Misal pada tahun 2008 jumlah Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 30.815 dan hanya 30.517 yang 
merupakan Wajib Pajak efektif yang memiliki kewajiban melaporkan SPT 
Tahunan atau hanya sebesar 99,0% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang terdaftar. Nilai ini didapat dari : 
 
Atau jika menggunakan nilai adalah sebagai berikut: 
 
Untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melalui penyampaian SPT 
Tahunan sebagai salah satu indikatornya, penulis menggunakan 
perhitungan sederhana untuk mengolah data yang ada yaitu 
membandingkan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menyampaikan SPT Tahunan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 
terdaftar efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Dari 
perhitungan tersebut akan diperoleh suatu presentase atas tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama lima tahun pajak mulai dari 
tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, kemudian penulis akan melakukan 
pembahasan berkenaan dengan data yang diperoleh. 
Tabel 2.3 
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Daftar Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Karanganyar 
Tahun Nihil Kurang Bayar Lebih Bayar Jumlah 
2004 3.136 986 8 4.130 
2005 3.264 819 6 4.089 
2006 3.138 864 8 4.010 
2007 6.705 1.071 8 7.784 
2008 14.973 1270 11 16.254 
Sumber : SI DJP 
Dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif dari tahun 
2004 sampai dengan tahun 2008 berangsur-angsur meningkat. Peningkatan 
jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif sangat terlihat pada tahun 2007, 
jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif menjadi sebesar 24.254, yang 
sebelumnya pada tahun 2006 hanya sebesar 15.655, jumlah Wajib Pajak 
Orang Pribadi Efektif meningkat sebesar 8.597 Wajib Pajak, naik sebesar 
54,93%, nilai ini didapat dari: 
 
Atau jika menggunakan nilai adalah sebagai berikut: 
 
Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di KPP Pratama 
Karanganyar dikarenakan  KPP Pratam Karanganyar pada tahun 2007 
sudah terbentuk, yang sebelumnya masih menginduk di KPP Surakata, 
sehingga terbentuknya KPP ini dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak 
terutama Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif. 
Tabel 2.4 
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 
pada KPP Pratama Karanganyar 
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Tahun WP OP Efektif SPT Tahunan 
PPH OP 
Presentase 
2004 12.924 4.130 32,0% 
2005 14.531 4.089 28,1% 
2006 15.655 4.010 25,6% 
2007 24.254 7.784 32,1% 
2008 30.517 16.254 53,7% 
Rata-rata presentase 34,3% 
 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi atas pelaporan SPT Tahunannya dari tahun 2004 sampai 
tahun 2008 masih kurang yaitu rata-rata hanya 34,3% dari jumlah Wajib 
Pajak Orang Pribadi efektif di KPP Pratama Karanganyar. 
Jika melihat tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang 
Pribadi tiap tahunnya, maka terlihat perubahan tingkat kepatuhan yang 
berbeda-beda. Tingkat kepatuhan yang paling tinggi terlihat pada tahun 
2008, yaitu sebesar 53,7%. 
Pada tahun 2004, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi mencapai angka 32% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi 
Efektif. Jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun, maka angka 
tersebut berada di bawah rata-rata sebesar 34,3%. 
Angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 
2005 mengalami penurunan yaitu 3,9% dibandingkan tahun 2004, yang 
semula sebesar 32% turun menjadi 28,1%. 
Tahun 2006 merupakan tahun terendah. Tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi yaitu sebesar 25,6%. Angka 
ini menunjukkan penurunan sebesar 2,5% dari tahun sebelumnya. 
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  Pada tahun 2007 tingkat penyampaian SPT Tahunan PPh Orang 
Pribadi beranjak naik, dari tahun 2006 sebesar 25,6% ditahun ini mencapai 
32,1%, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,5%. Peningkatan 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal penyampaian SPT 
Tahunan PPh Orang Pribadi ini dikarenakan KPP Pratama Karanganyar 
sudah mulai beroperasi, yang sebelum tahun 2007 KPP ini masih menginduk 
di KPP Surakarta, sehingga memudahkan Wajib Pajak yang bertempat 
tinggal diwilayah kerja KPP Pratama Karanganyar tidak perlu jauh-jauh 
datang ke KPP Surakarta. 
Grafik 1 
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Pratama Karanganyar
 
Tahun 2008 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
menyampaikan SPT Tahunan meningkat pesat, tetapi masih jauh dari 
maksimal. Pada tahun ini tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 
PPh Orang Pribadi mencapai angka tertinggi di banding tahun-tahun 
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sebelumnya, yaitu sebesar 53,7% atau mengalami peningkatan sebesar 
21,6% dari tahun sebelumnya. 
Besarnya pencapaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
dalam penyampaian SPT Tahunannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
selain dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya juga terletak pada Account Representative sebagai 
penghubung antara KPP Pratama Karanganyar dengan Wajib Pajak yang 
bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara 
efktif dan professional. Setiap Wajib Pajak mempunyai Account 
Representative khusus sehingga setiap permasalahan Wajib Pajak dapat 
segera ditangani. Dalam struktur organisasi para Account Representative 
berada dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terdiri dari 3 (tiga) 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
Dalam hubungannya dengan SPT Tahunan Account Representative 
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
dalam menyampaikan SPT Tahunannya dengan memberikan teguran-
teguran yang bersifat himbauan baik secara langsung maupun tidak 
langsung kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunannya. 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya 
maka Account Representative mempunyai tugas melakukan penerbitan 
produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak (STP). 
Tingkat kepatuhan dan pelaporan SSP Masa dan SPT Tahunan dapat 
dijadikan tolok ukur untuk dapat menentukan bahwa Wajib Pajak 
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memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai konsekuensi diterapkannya 
self assessment system dalam sistem perpajakan di Indonesia. 
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat kita lihat bahwa dari tahun 
ketahun tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak stabil. Pada tahun  
2005 dan 2006 mengalami penurunan. Sedangkan untuk tahun 2007 
mengalami sedikit peningkatan dan pada tahun 2008 tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 
mengalami peningkatan yang besar. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Account 
Representative di KPP Pratama Karanganyar diperoleh keterangan bahwa 
hal-hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di 
KPP Pratama Karanganyar, antara lain: 
1. Dari sisi Wajib Pajak: 
a. Pendidikan yang rendah 
Banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Karanganyar yang masih rendah tingkat pendidikannya, jadi 
meskipun sudah diberi tahu tentang kewajiban perpajakannya untuk 
melaporkan SPTnya, tetap juga mereka susah untuk memahami dan 
mengerti dalam hal mengisi SPT Tahunan. 
b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT 
Tahunan 
 li 
Penyebab kurangnya kesadaran Wajib Pajak juga terkait karena Wajib 
Pajak tidak tahu kewajiban yang harus mereka penuhi setelah 
memperoleh NPWP. Selain itu, Wajib Pajak juga kurang mengerti arti 
penting pajak yang masih menyebabkan Wajib Pajak tidak mau atau 
enggan untuk melakukan pembayaran pajaknya. 
Karena pada dasarnya tidak ada satupun warga negara yang rela 
menyerahkan kekayaannya untuk menyelesaikan kewajiban 
perpajakannya. 
c. Kurang inisiatif dari Wajib pajak 
Salah satu usaha KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan yaitu 
dengan mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, akan tetapi Wajib 
Pajak di KPP Pratama Karanganyar kurang adanya inisiatif dan respon 
positif dari Wajib Pajak sendiri untuk mendapatkan informasi dalam 
hal kewajiban perpajakan mereka, sehingga seringkali sosialisasi 
hanya dihadiri segelintir orang saja. Wajib Pajak masih menganggap 
pajak dengan konotasi yang negatif. 
2. Dari sisi KPP Pratama Karanganyar 
a. Teknis komputer 
Wajib Pajak menyampaikan e-SPT dalam bentuk disket dan dapat 
mencetak SPT Induk dari e-SPT tersebut, namun terdapat hambatan 
yaitu data dalam SPT tersebut ada yang tidak dapat dibaca oleh 
komputer sehingga tidak dapat dilakukan perekaman secara langsung. 
b. Pelaporan SPT 
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Wajib Pajak cenderung menyerahkan SPT pada akhir-akhir tanggal 
batas penyampaian sehingga pada waktu dilakukan penelitian 
ditemukan data-data yang tidak lengkap atau tidak benar, maka 
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kelengkapan 
tersebut. 
c. Tempat pembayaran 
Dalam hal penyetoran pajak melalui kantor pos atau melalui bank 
persepsi Wajib Pajak mengalami kesulitan, pelayanan yang baik dalam 
hal penyetoran pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
dalam penyampaian SPT Tahunan. Untuk pelayanan di kantor pos 
sudah bagus, hanya saja kantor pos yang melayani pembayaran on line 
kurang luas yaitu hanya di kabupaten saja. Untuk pelayanan di bank 
persepsi tertentu, pelayanan penyetoran pajak on line hanya dibuka 
sampai jam 11 (sebelas) pagi. Dan biasanya hanya mau melayani 
Wajib Pajak yang telah memiliki rekening di bank persepsi tersebut. 
Terhadap masalah tersebut, KPP Pratama Karanganyar telah melakukan 
berbagai upaya pengawasan guna meningkatkan atau setidaknya memperbaiki 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. 
Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: 
1. Dengan sabar memberi pengertian dan penjelasan kepada Wajib Pajak 
terutama yang berpendidikan rendah tentang kewajiban-kewajiban 
perpajakan. 




3. Menerbitkan surat teguran 
Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya sampai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan setelah akhir 
tahun pajak, KPP dapat memberikan himbauan agar Wajib Pajak 
menyampaikan SPT Tahunannya. Aparat pajak dapat menerbitkan Surat 
Teguran yang bersifat himbauan dalam jangka waktu 3 bulan sejak batas 
akhir panyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, tetapi terhadap 
Wajib Pajak yang diberikan penundaan dalam penyampaian SPT 
Tahunannya,maka jangka waktu penerbitan Surat teguran adalah 1 (satu) 
bulan sejak batas akhir penundaan penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan yang disetujui. 
4. Penerapan Sanksi Administrasi 
Sanksi administrasi diperuntukan bagi Wajib Pajak yang tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat pajak dapat memberikan 
sanksi administrasi kepada mereka yang melakukan pelanggaran, antara 
lain: keterlambatan membayar dan melapor, tidak atau kurang bayar, dan 
tidak melapor. Sanksi asministrasi ditagih dengan STP (Surat Tagihan 
Pajak). STP diterbitkan apabila: 
a. Pajak Penghasilan (PPh) dalam suatu tahun berjalan tidak atau kurang 
bayar. 
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b. Dari penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekurangan 
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 
d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak 
Pertamabahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya tetapi tidak 
melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak. 
e. Pegusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi 
membuat faktur pajak. 
f. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau 
tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. 
g. Melakukan tindakan penagihan aktif. 
5. Meningkatkan pelayanan di TPT pada batas-batas akhir penyampaian SPT 

















Berdasarkan dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka kelebihan-kelebihan yang dapat diambil penulis adalah sebagai 
berikut : 
1. Dengan beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
meningkatkan jumlah Wajib Pajak Efektif karena Wajib Pajak yang 
berada di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar tidak perlu lagi 
datang ke KPP Surakarta. Sehingga jarak tempuh tidak lagi menjadi 
persoalan. 
2. Selain dari kesadaran Wajib Pajak, adanya Account Representative 
berperan penting dalam peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam menyampaikan SPT Tahunannya, dikarenakan Account 
Representative sebagai penghubung antara Wajib Pajak dengan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang bertanggung jawab untuk 
menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan Profesional. 
Account Representative juga berperan sebagai pengawas terhadap 
penyampaian SPT Tahunan dengan memberikan teguran-teguran yang 
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bersifat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan 
SPT Tahunannya. 
3. Penyampaian SPT menggunakan e-filling dinilai lebih efektif dan 
efisien dikarenakan e-filling tidak memandang jarak dan waktu. E-
filling dapat disampaikan dari mana saja dan kapan saja. Penyampaian 
SPT dengan e-filling juga lebih menghemat biaya, mempermudah 
pencarian dan tidak memerlukan pengarsipan secara manual karena 
data disimpan dalam computer 
 
B. Kelemahan 
Kelemahan-kelemahan yang diambil dari uraian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya adalah sebagai berikut : 
1. Kurangnya minat Wajib Pajak dalam mencari informasi tentang kewajiban 
perpajakannya sehingga sosialisasi yang dilakukan petugas KPP hanya 
dihadiri beberapa Wajib Pajak saja, ini dikarenakan banyak Wajib Pajak 
yang masih menganggap pajak dalam konotasi negatif. 
2. Adanya tradisi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT pada batas akhir 
penyampaian SPT, hal ini belum dipelajari dengan baik oleh KPP Pratama 
Karanganyar, akibatnya pada saat batas akhir penyampaian SPT terjadi 
antrian panjang dan petugas kewalahan menanganinya sehingga pelayanan 













A.  Simpulan 
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab-bab sebelumnya termasuk pengolahan data dan fakta yang diperoleh 
dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, dapat diambil 
simpulan sebagai berikut : 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya lebih besar daripada Wajib 
Pajak Badan. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar semakin 
meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2008, peningkatan terbesar 
pada tahun 2007 yaitu yang semula ditahun 2006 sebesar 20.712 
ditahun 2007 meningkat menjadi 29.764. 
2. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi belum 
sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini tampak pada masih 
rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan PPh Orang Pribadi. Tingkat kepatuhan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 
2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 rata-rata hanya 34,3%. 
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3. Tindakan penyuluhan kurang dapat menjaring Wajib Pajak dan 
kasadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya masih kurang. 
4. Penerbitan Surat Teguran merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.  
Semakin tinggi penerbitan Surat Teguran menunjukkan semakin 
rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, karena Surat Teguran 
diterbitkan untuk Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Surat teguran disini diterbitkan oleh seksi 
pelayanan yang bersifat himbauan. 
5. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif 
karena dilakukan melalui media khusus yaitu Account Representative 
(AR) sehingga penanganan atas berbagai aspek perpajakan Wajib 
Pajak akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor. 
 
B.  Rekomendasi 
Saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi peningkatan kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan: 
1. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditingkatkan agar 
kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya semakin 
meningkat. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban 
perpajakannya dapat terlihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
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dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat 
Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25. 
2. Tindakan penyuluhan perlu lebih ditingkatkan secara lebih intensif 
dan tepat sasaran. Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung, 
maupun melalui media. Selain itu penyuluhan dapat pula dilakukan 
secara kelompok atau masal selain tindakan penyuluhan secara 
individu seperti yang telah dilakukan saat ini, dan dikemas secara 
menarik supaya Wajib Pajak tertarik sehingga melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. 
3. Perlu diadakan bimbingan secara berkala kepada Wajib Pajak, baik 
itu Wajib Pajak baru maupun yang sudah lama terdaftar. Dengan 
adanya bimbingan secara berkala diharapkan Wajib Pajak semakin 
memahami hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak untuk 
kemudian dapat diterapkan dengan bertanggung jawab. 
4. Penerapan sanksi administrasi maupun non administrasi baik denda 
maupun bunga perlu dipertegas. Hal ini sebagai pembelajaran bagi 
Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadarannya. Dengan 
dipertegasnya penerapan sanksi diharapkan mampu memberi shock 
therapy bagi Wajib Pajak  sehingga kepatuhan Wajib Pajak 
meningkat. 
5. Pembekalan petugas sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, sehingga upaya-upaya yang 
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telah disebutkan diatas dapat berjalan secara optimal jika diiringi 
dengan peningkatan SDM. 
6. Memberi himbauan kepada pihak bank untuk dapat memberikan 
waktu yang panjang dalam melayani penyetoran pajak secara on line. 
7. Mengenalkan e-filling sejak dini kepada Wajib Pajak agar Wajib 
Pajak lebih menyukai menyampaikan SPT melalui e-filling dari pada 
menyampaikan SPT secara manual. Keunggulan e-filling diakui 
karena menghemat waktu, biaya, dan kenyamanan kerja. E-filling 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
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1. Kabupaten Karanganyar 
 
 





























PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI 
INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI 
INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK 
PAJAK PENGHASILAN 
 
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 




KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI 
INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI 
INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK 
PAJAK PENGHASILAN. 
 
      Pasal I 
 
Beberapa Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat 
Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.03/2003 diubah sebagai 
berikut: 
1. Mengubah Lampiran I butir V angka 30, sehingga butir V angka 30 berbunyi 
sebagai berikut: 
"30. Wetlands International - Indonesia Programme." 
2. Mengubah Lampiran II butir II dengan menambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor 11 
sehingga keseluruhan butir II berbunyi sebagai berikut: 
"II. Organisasi-organisasi Internasional Lainnya: 
1. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development 
Organization) 
2. HSF (Hans Seidel Foundation) 
3. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst) 
4. IBF (The Inverso Baglivo) 
5. WCS (The Wildlife Conservation Society) 
6. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association) 
7. Al-Haramain Islamic Foundation 
8. ASEAN Foundation 
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9. SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia) 
10. IMC (International Medical Corps) 
11. KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der 
Tuberculose)." 
 
      Pasal II 
 
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan 
Menteri Keuangan ini dengan  





Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juni 2003 
































KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 601/KMK.03/2005 
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI 
INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN 
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI 
SUBJEK PAJAK PENGHASILAN. 
 
 
      Pasal I 
 
Mengubah Lampiran I butir V dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat 
Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 dengan mencabut 
angka Romawi V Nomor Urut 31, sehinggamkeseluruhan butir V berbunyi 
sebagai berikut : 
 
V. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya : 
     1. Asean Secretariat 
         2. EEC (European Economic Community) 
         3. SEAMEO (South East Asian Minister of Education 
Organization) 
     4. ACE (The ASEAN Centre for Energy)     
     5. NORAD (The Norwegian Agency for International 
Development)     
     6. FPP Int. (Foster Parents Plan Int.)     
     7. PCI (Project Concern International)     
 8. Danish Save The Children Organization     
     9. IDRC ( The International Development Research Centre)     
     10. Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antara 
DMTCI/CLUSA -Republik Indonesia     
     11. WWF (The World Wildlife Fund)     
     12. The Population Council - Republik Indonesia     
     13. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)     
     14. MCC (The Mennonite Central Committee Of Akron 
Pensylvania USA) - Pemerintah Republik Indonesia.     
     15. The Commission of The European Communities - Pemerintah 
Republik Indonesia     
     16. OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and 
Cultural Advancement International) - Pemerintah Republik 
Indonesia     
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     17. World Relief Cooperation - Pemerintah Republik Indonesia     
     18. IFDC (The International Fertilizer Development Center) - 
Pemerintah Republik Indonesia     
     19. The Damien Foundation     
     20. APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)     
     21. SIL (The Summer Institute of Linguistics , Inc.)     
     22. IPC (The International Pepper Community)     
     23. APCC (Asian Pacific Coconut Community)     
     24. INTELSAT (International Telecommunication Satellite 
Organization)     
 25. PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.)     
     26. CIP (The International Potato Centre)     
     27. USC CANADA (The Unitarian Service Committee of Canada)     
     28. ICRC (The International Committee of Red Cross)     
     29. Terre Des Hommes Netherlands     
     30. INTERWARDER (Interwarder , East Asia Pacific Shorebird 
Study Programme)     
     31. CIMMYT (The International Maize and Wheat Improvement 
Centre)     
     32. HKI (Helen Keller International, Inc.)     
     33. Taipei Economic and Trade Office     
     34. FADO (Felemish Organization for Assistance on Development)     
     35. Sasakawa Memorial Health Foundation     
     36. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)     
     37. SACFU (The South Australian CRANIO - FACIAL Unit)     
     38. Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH     
     39. ADC (Agriculture Development Council, Inc.)     
     40. SCF (The Save The Children Federation / Community 
Development Foundation)     
     41. ICBP (The International Council for Bird Preservation)     
     42. CIFOR (The Center for International Forestry Research)     
     43. Islamic Development Bank     
     44. Kyoto University- Jepang     
     45. CCA (the Canadian Cooperative Association)     
     46. ICRAF (the International Centre for Research in 
Agroforestry)     
     47. Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation     
     48. Winrock International     
     49. Stichting Tropenbos     
     50. Utrecht University - Netherlands     
     51. The Moslem World League (Rabita)     
     52. Research Division Komatsu Ltd     
 53. EIB (European Investment Bank) 
 




CIRAD (Centre de Cooperationale en Recherche Agronomique pour le 
Deveploment) sejak menjalankan usaha atau kegiatan lain yang memperoleh 
penghasilan dari Indonesia wajib memenuhi kewajiban perpajakan terutang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan 
Menteri Keuangan ini dengan  
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 











































Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor : 574/KMK.04/2000 
Tanggal : 26 Desember 2000 
 
 
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 
 
I. Badan-badan Internasional Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa  
1. ADB (Asian Development Bank) 
2. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 
3. IDA (International Development Association) 
4. IFC (International Finance Corporation) 
5. IJJDF (Irian Jaya Joint Development Fund) 
6. IMF (International Monetary Fund) 
7. UNDP (United Nations Development Programme) Meliputi: 
 a. IAEA (International Atomic Energy Agency) 
 b. ICAO (International Civil Aviation Organization) 
 c. ITU (International Telecommunication Union) 
 d. UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations) 
 e. UPU (Universal Postal Union) 
 f. WMO (World Meteorological Organization) 
 g. UNU (United Nations University) 
 h. UNV (United Nations Volunteer) 
 i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
 j. UNDTCD (United Nations Department for Technical Cooperation and Development) 
 k. UNEP (United Nations Environment Programme) 
 l. UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement) 
 m. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific) 
 n. UNFPA (United Nations Funds for Population Activities) 
 o. WFP (World Food Programme) 
 p. IMO (International Maritime Organization) 
 q. WIPO (World Intellectual Property Organization) 
 r. IFAD(International Fund for Agricultural Development) 
 s. GATT(General Agreement on Tariffs and Trade) 
 t. ITC (International Trade Centre) 
 u. WTO (World Tourism Organization) 
8. FAO (Food and Agricultural Organization) 
9. ILO (International Labour Organization) 
10. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
11. UNIC (United Nations Information Centre) 
12. UNICEF (United Nations Children's Fund) 
13. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 
14. WHO (World Health Organization) 
15. World Bank 
  
II. Colombo Plan:  
1. Colombo Plan Australia 
2. Colombo Plan Canada 
3. Colombo Plan India 
4. Colombo Plan Inggris 
5. Colombo Plan Jepang yaitu JICA (Japan International Cooperations Agency) 
6. Colombo Plan New Zealand 
7. IPECC (Pakistan - Republik Indonesia) 
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8. JBIC (Japan Bank for International Cooperation) 
III. Kerjasama Teknik:  
1. Kerjasama Teknik Negeri Belanda-Republik Indonesia 
2. Kerjasama Teknik Rusia-Republik Indonesia 
3. Kerjasama Teknik Jerman Barat -Republik Indonesia 
4. Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia 
5. Kerjasama Teknik Negeri Polandia-Republik Indonesia 
6. Kerjasama Teknik Amerika Serikat-Republik Indonesia (USAID: United States Avency for 
International Development) 
7. Kerjasama Teknik Swiss-Republik Indonesia 
8. Kerjasama Teknik Italia-Republik Indonesia 
9. Kerjasama Teknik Belgia-Republik Indonesia 
10. Kerjasama Teknik Denmark-Republik Indonesia 
11. Kerjasama Teknik Korea - Republik Indonesia 
12. Kerjasama Teknik Finlandia-Republik Indonesia 
13. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia 
14. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - Republik Indonesia 
15. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - Republik Indonesia 
16. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam - Republik Indonesia 
17. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahiland - Republik Indonesia 
18. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - Republik Indonesia 
 
IV.  Kerjasama Kebudayaan  
1. Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik Indonesia 
2. Kerjasama Kebudayaan Jepang - Republik Indonesia 
3. Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA - Republik Indonesia 
4. Kerjasama Kebudayaan Austria - Republik Indonesia 
 
V.   Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:  
1. Asean Secretariat 
2. EEC (European Economic Community) 
3. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) 
4. ACE (The ASEAN Centre for Energy) 
5. NORAD (The Norwegian Agency for International Development) 
6. FPP Int. (Foster Parents Plan Int.) 
7. PCI (Project Concern International) 
8. Danish Save The Children Organization 
9. IDRC ( The International Development Research Centre) 
10. Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA -Republik Indonesia 
11. WWF (The World Wildlife Fund) 
12. The Population Council - Republik Indonesia 
13. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association) 
14. MCC (The Mennonite Central Committee Of Akron Pensylvania USA) - Pemerintah 
Republik Indonesia. 
15. The Commission of The European Communities - Pemerintah Republik Indonesia 
16. OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement 
International) - Pemerintah Republik Indonesia 
17. World Relief Cooperation - Pemerintah Republik Indonesia 
18. IFDC (The International Fertilizer Development Center) - Pemerintah Republik Indonesia 
19. The Damien Foundation 
20. APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit) 
21. SIL (The Summer Institute of Linguistics , Inc.) 
22. IPC (The International Pepper Community) 
23. APCC (Asian Pacific Coconut Community) 
24. INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization) 
25. PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.) 
26. CIP (The International Potato Centre) 
27. USC CANADA (The Unitarian Service Committee of Canada) 
28. ICRC (The International Committee of Red Cross) 
29. Terre Des Hommes Netherlands 
30. INTERWARDER (Interwarder , East Asia Pacific Shorebird Study Programme) 
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31. CIRAD (Le centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le 
Development) 
32. CIMMYT (The International Maize and Wheat Improvement Centre) 
33. HKI (Helen Keller International, Inc.) 
34. Taipei Economic and Trade Office 
35. FADO (Felemish Organization for Assistance on Development) 
36. Sasakawa Memorial Health Foundation 
37. KAS (Konrad Adenauer Stiftung) 
38. SACFU (The South Australian CRANIO - FACIAL Unit) 
39. Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH 
40. ADC (Agriculture Development Council, Inc.) 
41. SCF (The Save The Children Federation / Community Development Foundation) 
42. ICBP (The International Council for Bird Preservation) 
43. CIFOR (The Center for International Forestry Research) 
44. Islamic Development Bank 
45. Kyoto University- Jepang 
46. CCA (the Canadian Cooperative Association) 
47. ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry) 
48. Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation 
49. Winrock International 
50. Stichting Tropenbos 
51. Utrecht University - Netherlands 
52. The Moslem World League (Rabita) 
53. Research Division Komatsu Ltd 
54. EIB (European Investment Bank) 
 
VI. Organisasi Swasta International:  
1. Asia Foundation 
2. The British Council 
3. CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation) 
4. CCF (Christian Children's Fund) 
5. CRS (Catholic World Service) 
6. CWS (Church World Service) 
7. The Ford Foundation 
8. Friedrich Ebert Stiftung 
9. FNS (Friedrich Neumann Stiftung) 
10. IECS (International Executive Service Cooperation) 
11. IRRI (International Rice Research Institute) 
12. Leprosy Mission 
13. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) 
14. Rockefeller Foundation 
15. MAF (Mission Aviation Fellowship) 
16. UFM International 
17. WE (World Education, Incorporated, USA) 



























Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor : 574/KMK.04/2000 
Tanggal : 26 Desember 2000 
 
 
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN  
 
I. Kerjasama Teknik  
1. Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia 
2. Kerjasama Teknik Iran - Republik Indonesia 
3. Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia 
4. Kerjasama Teknik Philipina - Republik Indonesia 
 
II. Organisasi-organisasi International Lainnya :  
1. NEDO (The New Energy and Indutrial Technology Development Organization) 
2. HSF (Hans Seidel Foundation) 
3. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst) 
4. IBF (The Inverso Baglivo) 
5. WCS (The Wildlife Conservation Society) 




































DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER-8/PJ/2008 
Tanggal 13 Maret 2008 
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK 
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA 
TAHUN 2007 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
Menimbang : 
1. bahwa dalam rangka mendukung program ekstensifikasi Wajib Pajak 
orang pribadi perlu meningkatkan batas jumlah penghasilan Orang Pribadi 
yang dapat menggunakan formulir SPT 1770 SS; 
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di 
atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
161/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007. 
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
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Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3985); 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk 
dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengembalian, Pengisian, 
Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan; 
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-161/PJ/2007 tentang Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Sangat Sederhana Tahun 2007; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 
TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN 
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007. 
Pasal I 
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-161/PJ/2007 
tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 
"Pasal 2 
SPT Pajak Penghasilan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai 
penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari 
pekerjaan tidak lebih dari Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) 
setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank 
dan/atau bunga koperasi." 
Pasal II 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 











Perihal : TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN 
SECARA ELEKTRONIK (e-Filling) MELALUI PERUSAHAAN 
PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP) 
Tanggal Terbit : 12 Januari 2005 
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 




TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA 
ELEKTRONIK (e-Filing) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 
APLIKASI (ASP) 
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
Menimbang  : 
 
bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada 
Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak, maka perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian 
Surat Pemberitahuan Secara 




1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3984); 
 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 





3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3986); 
 
4.   Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
 
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 




Menetapkan  : 
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA 
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
SECARA ELEKTRONIK (e-Flling) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA 




Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat 
Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media 
komputer (e-SPT). 
 
2.  Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) adalah suatu 
cara penyampaian  Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem on-
line yang real time. 
 
3. Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah 
perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian 
Surat Pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. 
 
4. Electronic Filing Identification Number (eFIN) adalah nomor identitas yang 
diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada 
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat 






(1)  Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-
Filing) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 
 
(2) Wajib Pajak yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  harus memiliki Electronic Filing Identification 
Number (eFIN) dan memperoleh Sertifikat (digital  certificate) dari 





(1)  Electronic Filing Identification Number (eFIN) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2)  diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib  Pajak. 
 
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai 
dengan contoh surat permohonan sebagaimana  tersebut pada Lampiran 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan melampirkan fotokopi kartu 
Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal 
Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak. 
 
(3)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila : 
a. Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam 
database (master file) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak; dan 
b. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan 
Surat Pemberitahuan,  
telah menyampaikan : 
1)  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau 
Badan untuk Tahun Pajak terakhir; 
2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 
Tahun Pajak terakhir; 
3)  Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) 
Masa Pajak terakhir. 
 
(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas 
permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic 
Filing Identification Number (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap. 
 
(5) Dalam hal Electronic Filing Identification Number (eFIN) hilang, Wajib 
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Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat 
menunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan 
Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak, asli Surat Pengukuhan 





(1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing Identification 
Number (eFIN) dapat mendaftarkan diri melalui website satu atau beberapa 
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang  ditunjuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 
(2) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) mengirimkan kepada Wajib Pajak 
tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing), 
Aplikasi eSPT disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi 
lainnya. 
 
(3) Wajib Pajak meminta Sertifikat (digital certificate) ke Direktorat Jenderal 
Pajak melalui website Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 
(4) Sertifikat (digital certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Electronic Filing Identification 
Number (eFIN) yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada suatu Perusahaan 
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 
 
(5) Sertifikat (digital certificate) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang 
berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses 
penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui suatu 





(1) Surat Pemberitahuan yang telah diisi secara benar, jelas dan lengkap 
disampaikan secara elektronik melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa 
Aplikasi (ASP) oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. 
 
(2) Apabila Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak 
diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian 
bawah induk Surat Pemberitahuan yang telah diterima oleh Direktorat 
Jenderal Pajak. 
 
(3) Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor 
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Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat 
Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta 





(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 
24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar 
Waktu Indonesia Bagian Barat. 
 
(2) Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas 
waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, 





(1) Wajib Pajak mencetak dan menandatangani induk Surat Pemberitahuan yang 
telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2). 
 
(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen 
lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor  Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama 
: 
        a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan 
dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir 
penyampaian; 
b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan 
secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah 
lewat batas akhir penyampaian. 
 
(3) Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan Surat 
Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti 
Penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), 
sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 
 
(4) Apabila kewajiban menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat 
Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pos secara 
tercatat, tanggal penerimaan induk Surat Pemberitahuan beserta lampirannya 






(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan induk Surat Pemberitahuan 
beserta lampiran yang  dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan. 
 
(6) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan 
kepada Wajib Pajak bahwa Surat Pemberitahuan beserta lampirannya 
yang disampaikan secara elektronik dijamin  kerahasiaannya, diterima di 
Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh 





Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2005 






























 Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
 Nomor : Kep-05/PJ./2005 
 Tanggal : 12 Januari 2005 
    
Nomor :   ……………,…………………… 2005 
Hal : Permohonan Memperoleh eFIN   
     
Kepada Yth. 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak … 
Jalan …. 
Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) melalui 
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka bersama ini kami : 
Nama Wajib Pajak *) : …………………………………………………… 
NPWP : …………………………………………………… 
Alamat : …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
   
mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (eFIN) 
Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah siap 
untuk mengikuti program eFiling di Direktorat Jenderal Pajak, dan menyadari sepenuhnya akan segala 
akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. 
 Yang membuat permohonan 





*) Dalam hal : 
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya 
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dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (asli). 
 2. Wajib Pajak Badan permohonan diajukan oleh pengurus atau kuasanya dengan melampirkan Surat 
Kuasa Khusus (asli). 
 
 
 
 
